LEMBARAN DAERAH
s KABUPATEN DAERAH TINGKAT I NIAS
| NOMOR: 4 TAHUN1999  SERI:B NOMOR :3

O
| PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT-
| IT NIAS

E NOMOR 12 TAHUN 1998

j

i: TENTANG

b

| RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPAL'A DAERAH TINGKAT II NIAS -

| Menimbang :a.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan
Daerah tentang Pasar dan Pekan dalam
Kabupaten Daerah Tingkat II Nias perlu
disesuaikan.

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat IT Nias Nomor 14 Tahun 1978 tentang
Pasar dan Pekan dalam Kabupaten Daerah
Tingkat IT Nias, terutama penetapan tarif sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan
oleh karena itu perlu disesuaikan;

c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian
sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan
kembali dalam suatu Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.



1 gat

: 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

10.

pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 38, Tambahan Iembaran Negara Nomor
3037);

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685); ‘

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-

pokok Pengolahan Lingkungan hidup (Lembaran Negara
Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3215);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993

tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997

tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah dan Retrnibusi Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997

tentang Pedoman Tata Cara Pemunggutan Retribusi
Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi
Daerah;



1L Peratirran Dasran Kabupaten Daerah Tingkat [ Nias Nomor 8 Tatma
1993 tentang Penghumjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
metakukan Penyidikan terhadap ketentuan pidana.

12 Peraturma Da2cah Kabupaten Daprah Tingkat I Nias Nomor 19
Tafua 1994 teatang Pembentukan Suqman Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pengelaiaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat I Nias.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingicat II Nias,

Menrtapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1 NIAS
TENTANG RETRIBUSI PASAR.

3 BAB1
Pasgaf |

Dalam Peraturan Daerah iai yang dimaksud dengan :

a Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat IT Nias.

b. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintzh Kabupaten Daersh Tingkat I
Nias.

¢. Kepala Daerah adaiah Bupati Kepala Daerah Tingkat If Nias.

¢ Dimas Pendapatsn Dzerah adalah Dinas Pendapatan Daersh

Kabupaten Daersh Tingkat II Nias.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Dasrah Tiagkat II Niaz.

t Bendaharawan -Klhusus Penerima yang selanjutoya disingkat BKP

adalzh Bendaharawan Khusud Pensrima Pada Kantor Dinag

Peng+1012a0 Pasar Kabuoetea Daarsh Tinekat I Niss;

Pasor adalaly Pasar-pasar yang ada diwilayah Kabupaten Daerah

Tingkat I Nius termasuk didafamnya bgm_:n—___bm,m;ﬁq_m

maupun tanah-fanab iapang yang imasue 422m !nelamzan pasar

sebagal tempat jual beil umum secara teratur, langsuag dan terus
menerus memperdagacgkan darand DAUDLA jasy,

b’ Pasar Semeatara adalsh Pasar yang terdiri dari lapangan-lapangan,
jalan-jalan umum, trotoar atan tempat-tempat laionya mulik
Pemerintah Daeralt yang menurt fungginemya buksn tempat
berjualawbervsaha, baik yang dilalukan pada siang 2t malam bari;

i. Lingkungan Pasar Daerah adalsh tempar berjnalan atn tempat lain
dilinglrmezn pasar vang beradius 300 Meter.

I Jasz Umum adalsh Jasa yang disediaken atmm diberikan olch
Pemecintah Dasran vahuk tujusn kepentingan dan kemanfaatan wmm
seria dupat dinikmau oleh orang pribadi atan badza.

k Rewibusi Pasar adalad PungWan yang dilakuan/dikenakan pada
setiap pedageng yang ruemanfaerkan 1asiiitas pasar.

L Pelzyanan Pasar adalah fasililas pasar tradisional/sederhana yang
berupa peralaranilos vang dikefoia Pemenimah Dasrah dan idmsus
disediakan unmk pedagang, ddak ermasuk vang dikelola oieh
Perusahasa Dasrab (PD) pasar.

m Béngunan aculah Sepua bangunan yang beracda di dalam pasar yang
diperzunakam uanuk Referiuan peajuatan

1 ¥ies adajah banmmen rewap dalam bemmnk pemak yang berdinding
keliling dan berpmon: yang diperguuakan unmk berjualan

w

@~



0. Los adalah pangunan tetap didalam pasar yang sifamya terbuka dan

tanpa dinding keliling yung dipsrgmakan untuk berjualan

P. Pzlatarm adalal: lapangasvpekarangan yang menjadi hak dan bagian

dari Pasar yang dipergunakan unmk tempat berjualan 2t
menjalankan sesuaty usaba;

q. Kamar mandi adalah t=mpat yang disediakan didalam pasar untnk

kepertuan mandi manusia:

r. Wc adalah tempzt yong dx!ediakm didalam pasar untuk keperfuzn

membuang hajad mamsia;

s. Surat [zin adalah Surat Izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah

kepada pemakaineavewva bangunan pasar;

t Balik sama kios/los adalah pemindahan hak atan pengantian

pemyewa Kios/Los mesjadi atas namaunya sebagai pemegang hak
sewaspakai;

4 Petugas Pasar Daerzh adalah petgas yang dibunjuk atau ditugaskan

olsh Kepala Dazrah unmic melaksanakan tugas terteom dibidang
Retribusi sesuar dengan Peraturan perundang-undangan yeng berjakir,

v Surat Ketetapan Retribust Daerah mnuk}selmjm disingkat SKRD

adalah Surat Kepumsan yang megentiim besarnya jumiah Retribusi
yang tenutang.

w Surzt Setorzu Retribusi Daerah wntuk selanjumnya disingkat SSRD

adalak surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi 'mtuk melakmkan
pemSayaran @t penyetoran retribusi yang tentang ke Kas Daerah
atau teropat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah,

x Serat Xetetapan Retribusi Daeran Kurong Bayar ummik selamjumva

disingkat SKRDKB adalah surat kepumsan yang meneninkan
besarnya. jumiuh retribusi .yang terutang, jumiah kredir retibusi, .
jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarmva samksi
administrasi dan jumlah vang masih harus dibayar.

y Surat Ketetepan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan unink

selanjunya disungkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang
mensntukan tambahaa 2tas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

z Surat Ketetapan Retribusi Daersh Lebih Bayar untk selanjutmya

disingkat SKRDLB adalah surat Keputnsan yang menentnkan jumiah
kelebthan pembuyaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebth
besar doi1 reeribisi vang terutang atau tidak seharusoya terutang.

aa Surat Tagiban Retribusi Dasrzh yang selanjutnya disingkat STRD

adaiah surat untk melakukan tagihan retribusi dan atm sanksi
administrasi berupa bunga dzn atan deada.

BAB I

NAMA, OBJEX, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Deugan nama Retribusi Pasar dipungst pembayaran Retribusi atas jasa
pelayanan pasar.

Pasal 3

Objek Kewibusi Pasar adafsh setiap pemanfaatan pasar vang bermpa
pelararavkiosdos yag disediakan oled Pemermtah Daerah serra
lapangan-iupangza, [aian-salan umum rotoar aay tempat-tempat laimya
wlik B2merutal; Dasrah vang memurut fiungsinya bukan unmk tempat
berjualanvberusaha akan @ iapt Uik sememara teish digunakan vleh
pedacane unuk sepaga tempat berjualawbenuaha, bak vang dilakuian
stang meuoun tdam Fary

]
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Puvgl 4

Subjek Retribusi Pasar adalah orag pribadi aau badan yaog
memandisatkan fasilitas pusar.

Pasal 5

Wajib Rotribusi  adalah nrong erivadi dan atau bacdsn bukam yaug
meaurst Peratiran Perundang-mdangan Retribusi diwajibkan untuk
nelakulom pembayaran retribusi.

BAB W
GOLONGAN RETRIBUS]

vasl €
Retnbust Pasar termasuk golonean Retribusi Jasa Uszumn. d

BAB ¥
KETENTUAN PECRIZINAN

Pauzl 7

Sctiap orang atan badi hukum yang irerjualun dipesar herus memilik
s 1zin penyewann kios dan loe dari Kepala Duemiz

Pasal 3
Oraig acs brudaa yang ciizickan menyewa‘memaku kiovlos/pelataran

vang ada dalatn pasar berkewajiban mematohi ketenmen-ietentuan yaog
ditetapkan Kepalz Daerals.

Pasal 9

Tata cara psrmohoaan 1ziu peuvewaar kog dan {os  serta penganren
pemzkaian tewpal berjualun Jidida preer diamr lebih lagjput oleh
Kepala Dacrah.

Pasal 10
Setiap pemindahan petzegung hak penvewwa kogles kenada orang lain
dikeaakan biaya yang horud dibavar pemegang hak sewa yang baru,
berupa Bea Balik Nama sebexar 3 x retribusi sewa bulanai

Paszl 1}

(1) Setizw orang yx:z wenenodl/ memperamuka baseunin kiow/los dun

. Pelalaran diwatibken seembayar Reiribus? Pasar

(27 Sclioy otany yang metuy wen xamar mandeNYC ovang ada Jalam
Pasar wayib wen.bavar T=ihusi Kaanzar Mandi 7 \W6C.

(3] Setian peavewa Njos aan Los dalam Pasar dginege: biava administrasi

alys Surut Liin vang diperoizamya




Pasal 12

Surat zin Penyewaan Kios &3 Los dzpat dicabut dan dibatalkan oleh
Xepala Daerah apabila :
a  Peoyewa Xmios daz Loz teica menunggak pembayaran selama 3 (tiga)

b.

bulan bermrut-tuns.

Penyewa Xios dan Los telah membiarkan kosong tempat berjuzlan
selama 30 (tiga puluh) heri berturut-turut

Peuvewa Kios dag Los menyuruh pakai sebagian aian seluruh Kios dan
Los kepada orang lain aten pihal ketiga

Pencabutan Surat Izin Peayewam atau Pembatatan hak sewa dilakukan
setelah diberikan 3 {tiza] kali peringatan aleh Kepala Daerah, serta
melakukan pengosongzn ios dan Los secara paksa tanpa dapat ditunht
oleh penyewa dan segaia kerugian yang timbul menjadi tanggungyawab
penyewa demikizn ‘vza Lmgwaiat sewa beserta denda harus
dibayar/dilunasi.

BEA3 T/

PRINSIP PENETAPAN STRUNIUR DAN BESARNYA

TARIF " ETRIBUS
Peal 13

Prinsip Denetapan Tarif Reiribusi Pasar adalsh uemk menganti biaya -
Pembinaan, Pembangunzy, Fasilitas ¢an biaya Acminigtrasi.

A Deonekaizn kica difetapkan sebagai Berikut
2. dibuia setiap hart, tiap M e Rp. 2.500,~bulan.
dxbuka 1 x 1 minzon, tiap 1 M2 oo Rp. 1.500,-/bulan
ibuka 2 x | mingms, Uapl M2 oeoee. Rp. 2.000,~bulan.

B. Pemakaian los ditetapken sebagai berilazt :

a. dipakai setiap hari, tiap [ M2 ............ Rp. 1.500,-/bulan.
b. dipakai 1 x 1 minggy, tiap 1 M2 .......... Rp. 1.000,~/bulam
c. dipakai 2 x 1 m:ngeu tiap L M2 .. Rn. 1.250,~Bulan

C. Pemakaian Kamar Mandi dan WC ditetapkan sebagai berikut :

a2 Unmk mandi (setiap mandi).............. Ro.  250/Orang
b. Unatk buang heja bessr (setiep buang bajet)

Rp 200/Orang
2. Unmk buang hajat kscit (setizp buang hajar)

Ro.  100/Orang

D. Penerbitan Surat Iziz Pecyewaan sebagai bertan :

1 Unmk Kios vang diduka seuap han 2p.  10.000/Bulan
5. Upmk Kios yang dideka 1x! minggu 2. 5.000/Bulan
¢. Tintuk Los vane Aibwic s2tiap Lan 2p.  5.000/Bulan

4 Jumuk Los vang wibexa 1] minggn Zp.  1500/Bulan

3
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{1} Bagl pedagarg seiaq yeng dimaksud pada Pasal 14 bunr 1
Peraprran Daersh in: vmg wengzumakan Linglompan Pasar Daerah
5°oa2:u terpat tmja‘v:':z SZan lenmm 1410 dikenakan Retribusi.

(2} Besamva Retribusi dimaksud paua Butic 1 pasal ini ditetapkan
;Bb“\-ar RIJ ?.50/1‘.21" "etlap lm

(3) Kepada para psdemaog penyewa Kios dan Los  vang
memsjangkan/meletsiian  barang  dagengamnnya  dilvar  batas
bangunan, dikenakan pucgruan sebagaimana dimsksod pada ayat
(2) pasal ini.

Pasat 15
P_asar varg dibuka pada pagi bani, siang, sors atan malam, tetsp
dikenakan Remibusi harian sebagaimana yang dianr dalam Peranman
Daerah ini.

pasal 17

(1) Setiap pembayaron Retribusi diberikan karg
diporporasisebagai ouki pembavaran. S g B
(2) Bentuk. warsa, wwro dan ailai dominal karcis gerta tata cara

pengadaanaya ditetaskan olzh Kepala Daerah

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 2

{1) Retribusi dipungut ez wengguaskan SKRD atan dokumen lain
yang dtpmamzkzn.

(2) Hasi! Punputza Rewivusi sebagaimana dimakend dalam Pasal 6
pada Peraturan Dasrcls ini dieeior secars Bruto ke Kas Daerah
melalui BKP pada Kartor Dinas Peadaparan Dacrzh

BAB VI
WILAYAE PEMUNGUTAN
Pagzl 19

Wilayah Pemunginan Retrbusi Pasar adalah Wilayah Xabupaten Daerah
Tingiat I Nias.

3AB VU
SANYST ADMINISTRAST
Pasal 20

(1) Dalam hal Waib Fetribus 4dak membayar tepat waktumys afau
arang memsTya. dikenakan smisi adminiswas: berupa bunga
sebesar 2 % icéua persen) sslian buian dart pesaraya reqibust vang

terutang vanz idak  atau kurang bavar dan ditagh dengan
meonggmakan &7l {azitan Reitust Dasran
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Mulrfi 1 {satu) bari keterlambatan pembayaran sewa dikenakan
perhitmgan denda I (zatm) bulan,

BaAB Vi
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 2]

Xepaia Daerzh mepannikan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran Retribsi yang terutang paling [ama 30 (tiga paluh) kari
setelah saat teratang.

SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputnsan
Pembetulan, Surat Eeputnean Keberatan, dan puisan banding yang
merrebablan jumlak Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus
dilunasi dalam jamgka waktn paling lama 1 {satu) bulan sejak
tangpal diterbitkan surat tersebut diatas.

Kepala Darrah =223 permohonan Wajip Retribusi  dapat
memberikan persetjran ‘<rpada Wajib Retribusi tniuk mengangsur
alau m,enunda pemoasaran Retribusi dengan dikenakan bunga 2 %
(dua persen) setzs bSulan, denzan catatan persyarstan vang
ditentukan terpecubi

Tata cara pembayaran, tsmpat pembayaran, pemmdaan pembaysran -
Retribusi dianr decgen Keputusan Kepala Daerah,

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

Retribusi yang tenang berdasarkan SKRD, SKRDKE, SKRDKET,
STRD, Surat Kepuwusan Pembemlan, Surat Kepuusan Keberatan
dan putus banding yang tidak a:au kurang dibayer oleh Wajib
Retribusi pada waitnnya dapat ditagih dengan Sorat Paksa.

Psnagihan Retribust dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarian
peraturan perundang-mdcangan yang beriakay

BAb X

TATA CARA PERHITGNGAN PENGEMBALIAN

(n

@)

KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 23
Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara terwlis,
kepada Kepala Dasrah untuk perhitungan pengembalian keiebihan
pembayaran rRUibUSL
Alis dasar permononan seoagumana dimaksud pada ayat (1) atas

kelebinan pempavaran retibusi dapal langsunga diperhiomazkan
terlebih danuin deagn wang Retribusi dan atan sanks: admimismrast

berupa bunga oled Kepaia Daeran.
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(1)
()

(1)

(2)

Atas permouonan sebazimana dimoksud pada ayat (2) Yang berhak
atas Relebiica pembuvaran tersebut dapat diperhitnngkan dengam
sembayaran rambus! < 2lopjutnya

Paszt 24

Dalam hai b2isbitan pembayaran Retribusi yang masih tersisa
an rertitogan sebagaimana dimaksud pada Pasal
16. ditert:™ SI0TL3 paling lambat 2 (dua) bulan sejak
diterimeny  .aScores pengembalian  kelebihan pembayaran
Retribusi. '

X:zlebinan ;:mbay=on Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikesitalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dna)
bulan sejak Jizerbitran SKRDLB.

Pengembalizn kelebthan pembayaran Retribusi dijakukan setolah
lewat wakm: 2 {drna) bulan sejak cuerbitkanmyaSKRDIB, Kepala
Daerah memberikzn icbalan bunga 2 % (dua persen) ssbulan aras
keter|ambar~ pemiray-n kelebihan Retribusi.

,

Paal 123

Peogembalizn schagaimsoua dimeksud pada Pasal 16 dilakukan
decern tae~erSitkaa Serat Perintin membayar kelebiban Retribusi.
Atz perlitrean sebasaimana dimaksud pada Pasal 17, diterbitkan
buigi perunczh bhiduza yang berlaku juza  sebagai bukti
pembayarz:s

3AB K
KAaDALUYWARSA

Pzixl 26

Penarihar Leqibesi, kedaluwarsa setelah mefampani ianglka wakny

3 (tiga) t-tun terhilunz sejak saat tenutanemya retribusi, kecuali

apabila Wajib Retribusi melakulan tindak pidana dibidang

Retribusi.

Kadnluarsa penagihen retribusi sebagaimena dimaksud ayat (1)

pasal iri termggr apabila :

2 Diterbitkan Surm Tezuran dan Surat Paksz ata

b. Ada pengakuon wtang Retribusi dani Wajib Retribusi baik
langsung marpou tidak langsung.

SAR KX .
TATA CARA PENGEAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI VANG LADALUWARSA
Paeui 27
Piutang Rexipusi vzng tdak mungkin gitagih lagi karsaz hak unmik
aelakuizan oenaginng sadeh kadajuwarsa dapat dihapus.
snetapkan  Kepuwsan peaghapusan Plutang

Nepala [eren W eachz )
~nz sudan kadsiuwarsa sebagaimonad dimaksud

eiribust Ja2ran VI
.




BAB Xm
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 28

Dari Pedagang yang berjualen di Parar Daerah dilarang :

a

b.

hid

Betjualan dijalan maeuk dan ketmar atau jalan didal
r'le Jalan penghubuag didalam
Beqjualm atm mengzmald tempat pemberhentian segala
keadaramn selain tempat vang lah disediukan untiuk i atan yang
telak menjadi haknya,

Memavang tend2 Atm mendwdan bangman-bangma didalam
Pasar Dasrah, memasukken sepeda motor, sepeda, becak (kecuali
pstugas), dan lernak (kecuaii Pasar Hewan) kedalam Pasar Daerah:
Mengadalan kegiztan meminjamkan uang dengan buoga untrk
maksud menarik ksuntingan, beik yang dilamkan swasts meupun
Pemecimah tanpa seizin Kepala Daerah;

Mempergunakan tempat didalam Pasar Daerah ustuk tidur atam
meaginap, tanpa seizin Kepala Dagcraly,

Dilarang mimum-minuman kerss atan main judi didalam Pasar
Daeralr, ’

Memasuldezn atan mengeluarkmn barang didalam Pasar Daerah
tanpa 1nelalui jalan aran piom Pasar Daeralr,

Melakakan suatn pecbuatan didalam Pasar Dacrah yang sifatmya

_dapat menggangy ketertibar umeaz;
‘Menimbun atan menyinipan sua barang dalam Pasar Daerah lebih

dari 1 (satu) tog, kecuali seizm Kepala Daerak;

Mempergunakan sebagai gudang atan tempat meoimbun barang pada
lempat yarrg semesiinya bukan wnk it

Memperdacangkan bsrang-barang didalam Pasar Daerah yang
mudab  plewmbulikan kebzkaran dan meledak serta dapa
membahayalan keselamatan wmm bagi arang dan barang tanpa
seizin Kepala Daeraby, .

Menyalakon atm memperguoaken api didalam Pasar dapat mudah
wenimbulkan bahayz kebakeran;

Memakai tempat didalam Pasar Daerah melebihi dari batas arcal
yang telah ditetapkan; ,

Dilarang meoempaikan barang dagangan. kendaraam, Stratang
muatan/tuganga, terpak besackecil yang diperqumakan, barang
bangunan atan barzag yang banyak memakai tempat serta melakaken
pekerjazn aran uvaha pada waktn sebelum pasar dibuka atem
sesudah pasar ditimp kecuali ada izin dan pejabat atsa petigas
pasar.

Menolak peamjuk nejabat/petngas pasar da=rah demi ketertiban dan
kerapian dalam pasar.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasai 19

Pelanggaran terhadapa Keteatian-XeRnlyudn dalam Pereiaa Deeran ini
dzpat diancan dengan Pidana Kurmezn selama-lamanya 6 (enam) bulan
ata denda seunggi-inzzinva + { empat) kali Rewibusi tenuzng.



PENYIDIKAN

Pasal 30

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tarteotn dilingkungan Peqerintah

)

~—

Dasraly diberi wewenang kimsos sebagai peayidik kimtsus umbuk
melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Dusrah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomar 8 Tahun 198%
teatang Hukom Acara Pidana,

;’Vhlmnang penyidik ssbagaimana dimaksud pada ayet (1) pesal ini -
ah :

a. Menecima, mencari. mengumpulkan dan mepeliti ketarangan atan
{apocan berkewaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi
Daerah ;

b. Meaeliti, mencari dan mengnmpulkan keterangaer mengenai orang
pribadi atan badan teatarg kebenaran perbuztan yang dilatnkan
sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Dasrab’,

¢. Memintz keterangan dan bahan bulkdi dari orang pribadi atm
badan sehnbungan dengzn Tiedak Pidana dibidang Tindzk
Pidana Retribusi Daerzh ;

d. Memeriksa bukve-bukw, catatan-catataas dan dokumnen-dokumen
luin berkenaan dengan Tindak Pidanz dibidang Retribasi
Daerah;

. Melalukan Penggeledabanmnoik  mendapat  baham  bukti
pembulaian, pencatatan dan dokumen-dokumen serta meleknkan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan. tngas
penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ;

g Meayuruh berhenti melarang sescorzng meninggalkan ruapgan
am tempat pada saat pemeriksaan sedsng berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan am dolumnen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada hurife ;

b Memotret seseorang yang berkaitsn deogan Tindak Pidaca
Retribusi Daerah ;

N

i, Memanggil orang wntuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangia atan saksi ;

j- Menghentikan peayidikan ;

k. Melakukan ticdakan lain yang pertu miuk kelancaran peayidikan
Tindak Pidana dibidang Retribusi Deerah memmnut lam yarg
dapat dipertangzung jawabkan.

Penvidik Psgawai Negeri sipil membuat Berita Acara setizp

tindakan teating ’

1 Pemeriksaan fersaneka;

b. Pemasuian ruman;,

c. Peuyitaan bendz;

d Pemenksaan surac

. P2meriksaan saksi:

f Pemeriksaan ditzmpat kejadian, dan meogruckammya kepaca
Pemvidik Polisi Reoublik Indogesia
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BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 1978 tentang tentang Pasar dan Pekan dalam
Kabupaten Daerah Tingkat II Nias, dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala
Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Nias.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada Tanggal : 15 Agustus 1998

DEWAN PERWAKITLAN BUPATI KEPALA DAERAH
[ RAKYAT DAERAH TINGKAT II TINGKAT II NIAS,
NIAS
KETUA,
oto
cto

TEMAZARO HAREFA Drs. H. ZAKARIA Y. LATAU




Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan :

Nomor

‘Tanggal

Diberlakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat I Nias

Nomor . /88 242 S1SE K f7993 —

Tanggal T 3 Prled /D95, —

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat IT Nias
Nomort - A FArtcoar T2, -
Tanggal L& Me, /359
g € R [+ B Nomere ! 3, - _
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NIAS
7
Drs/SILVESTER LASE

PEMBINA TK. I
NIP. 400028580
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TEZNIELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I NIAS
NOMOR /l TAHUN 1998

TENTANG
JKETRIBUSIPASAR

UMUM
Seswi dengen Undang-undang Nomar 5 Tahun 1974 testang Pokok-pokok
Pemerintohan di Dacrah, Retribusi merupaza salah sam sumber Pendapaian Asli
Dasreh ager Dasrsh dapal meisisansican otonominga vaite mempu mengatur dan
mengurus rumah tanggannya sendici disamping penerimazn yang berasal dari Pemerintah
berupa subsidibantuan dan bagi basil pajzk da bukan pajak Sumber Pendapatan
Daerah terssbut Skarapken menjadi simber sembiavaan penyelengzaraan pemerintahan
dan pembupamas deerah, untuk menizekadon ém meratakan kese)zhterasn mesyaraier.
Dalam rangha lebib metnziapkar otoccu;i dasrah yang nyata, dinamis, serasi dan
bertanggungjawah, pembiayaan pemerinteh dan pembanginen daerah yang bersumber
dan pendapatan asli dzerah, khmsuzeya vane beresal dari retribusi pasar harus dipuaggut
dan dikeloie secara tebili bertanpgragjuwsb.
‘Bahwa sebagai tindak lzajut pelaksanen Undang-vadang Nomor 18 Tahua 1997
tentang Pajax Daerah dan Retribusi Daerzh serta Peratiran Pemeriutah Nomor 20 Tahun
1597 Pasal 1 ayat (2) hund f iteotang Reibusi Pasar, maka dalam rongka lebis
memantapkam otonomi dzerzh yeng nyvita dipamis, serasi dan bertanggumgjawub,
pembiayam pemerintah dan pembanguran daerah, kbususmya yang berasal dari Retribusi
Daerzh, dipandang perfu menyusun dan menet=pkan Peraturan Daersh Kabupaten Daerea
Tingkat II Nia2 tentarg Retribusi Daerah
PASAL DEMIPASAL
Pasal 1 buirs/df  : Cukup Jelas
Pasel 1 hunfgdan b : Yang dimzksud Pasar, Paser Sementsra deizm pasal ini adalah
Pasar yang berada di Xabupaten Dacran Tingkat II Nias yasg
dimiliki, cibangun, dikuasai oieh Pemerintah Deerzh dan tempat-
iempal lain vong aim Jitetapkan dengan Keputusan Kepala
Dazrah,

Pasal 1 ereflv/d aa @ Cukup jelas

Pasal 2 s/d.6 + Cukup jeies

Pasal 7 + lzin yang diberikan dalam Pasal ini tidak diperbelehkan unatk
dipindabtmmnkeam  kepadz pibak lain kecuali atas pams

Pasal 8 5/d 33 : Culamp jeias



